Menimbang :

Mengingat

WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa wilayah Kota Pasuruan memiliki kondisi
geologis, geografis, hidrologis, demografis yang
berpotensi rawan bencana banjir dan berpotensi
menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda
dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;

bahwa untuk mengurangi risiko bencana banjir dan
mengembalikan kondisi pascabencana diperlukan
perencanaan  secara  terarah, terpadu dan
menyeluruh dengan mengoptimalkan potensi yang
ada, perlu disusun Rencana Kontingensi Bencana
Banjir;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
rencana penanggulangan kedaruratan bencana
dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana
kontingensi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana
Kontingensi Bencana Banjir;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil
di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3241);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan  Bencana  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Pengkajian Risiko Bencana;

9. Peraturan ...



Menetapkan :

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan
Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan
Bencana;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pasuruan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Pasuruan.

3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
selanjutnya  disingkat BPBD adalah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan.

5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
yang selanjutnya disebut Kepala BPBD, adalah
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pasuruan yang secara ex-officio dijabat
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.

6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana
BPBD adalah Kepala Pelaksanaan BPBD yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala BPBD.

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korbanjiwa  manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan
kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya
bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap
darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

9. Banjir ...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana
terendamnya suatu daerah atau daratan karena
volume air yang meningkat

Bahaya Beresiko Tinggi adalah jenis
ancaman/bahaya yang akan dijadikan dasar
perencanaan Kkontinjensi yang dinilai melalui
probabilitas (kemungkinan terjadinya bencana) dan
dampak (kerusakan/kerugian yang timbul akibat
bencana).

Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang
diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin
juga tidak akan terjadi.

Perencanaan Kontingensi adalah suatu proses
perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak
menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati,
tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan
system tanggapan dan pengerahan potensi disetujui
bersama untuk mencegah, atau menanggulangi
secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.
Melalui perencanaan kontinjensi, akibat ketidak
pastian dapat diminimalisir melalui pengembangan
scenario dan asumsi proyek kebutuhan untuk
tanggap darurat.

Manajemen Kedaruratan adalah seluruh kegiatan
yang meliputi aspek perencanaan dan
penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat
dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang
mencakup kesiapsiagaan, tanggap darurat dan
pemulihan darurat.

Skenario adalah membuat gambaran kejadian
secara jelas dan rinci tentang bencana yang
diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan
dampak bencana.

Penentuan Kejadian adalah proses menentukan
suatu ancaman yang akan dijadikan dasar dalam
perencanaan kontinjensi.

Aktivasi adalah mengaktifkan dokumen (rencana
kontinjensi) sebagai pedoman/acuan dalam
penanganan darurat.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat
kejadian bencana untuk menangani dampak buruk
yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan  kebutuhan dasar, perlindungan,
pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana
dan sarana.

18. Masa ...



18.

19.

20.

(1)

(2)

(1)

Masa tanggap darurat bencana adalah jangka waktu
tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau
pemerintah daerah untuk penanganan darurat.

Operasi tanggap darurat adalah kegiatan-kegiatan
dalam tanggap darurat yang dilakukan oleh
sekelompok orang/instansi/organisasi yang bekerja
dalam kelompok/tim.

Pemulihan Darurat adalah proses pemulihan segera
kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan
memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada
kondisi semula dengan memperbaiki prasarana dan
pelayanan dasar.

Pasal 2

Rencana Kontingensi Bencana Banjir dimaksudkan
sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan
masyarakat dalam menyusun pedoman
perencanaan, kebijakan publik dan implementasi
dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir di
Daerah secara lebih terpadu dan efektif.

Rencana Kontingensi Bencana Banjir ini sebagai
landasan konseptual, operasional dan keterpaduan
pelaksanaan dalam upaya pengurangan risiko
bencana di Daerah.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI

Pasal 3

Rencana Kontingensi Bencana Banjir disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI : PENDAHULUAN;
b. BABII : SITUASI;
c. BABIII : TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK

ORGANISASI KOMANDO
PENANGGULANGAN DARURAT
BENCANA;

d. BABIV : PELAKSANAAN;

e. BABV : ADMINISTRASI DAN LOGISTIK;
BAB VI : PENGENDALIAN; dan

g. BAB VII: RENCANA TINDAK LANJUT.

(2) Dokumen ...



(2) Dokumen Rencana Kontingensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir
bersifat dinamis yang akan dioperasionalkan setelah
melalui penilaian cepat sesaat setelah terjadi
bencana banjir.

(2) Rencana Kontingensi Bencana Banjir ini berlaku
selama 3 (tiga) tahun dan apabila tidak terjadi
bencana akan dilakukan validasi sesuai dengan
kondisi saat itu.

(3) Rencana Kontingensi Bencana Banjir dapat
dioperasionalkan menjadi bahan masukan dalam
penyusunan rencana operasi tanggap darurat
bencana.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 April 2023
WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF



Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 15



